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2.1.Review Penelitian Sebelumnya

Nugraha dan Arvian (2004) melakukan penelitian dengudul Analisis
Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribyaiterhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Bandung pada data yang diperolebkuperiode 2002-2003,
diperoleh bahwa laju pertumbuhan Pajak Hotel dastdR@n mencapai 18,41%
pertahun dan potensi pajak hotel dan restoran géegma tidak sesuai dengan
semestinya. Tingkat efektifitas pajak hotel dantams di kota bandung
menunjukan sangat baik dilihat dari efektifitasiygtu mencapai 61,60%, dilihat
dari realisasi sesungguhnya yang mencapai 30,562bel@asarkan Potensi yang
mencapai 41,78%. Namun proses penetepan target vdagukan, tidak
memperhatikan potensi riil dari pajak hotel dantaes), sehingga target yang
telah ditetapkan tidak tercapai.

Agus Endro Suwarno (2008) melakukan penelitian derjgdul Efektifitas
evaluasi potensi pajak daerah terhadap pendapatamleerah terhadap pajak
daerah di kabupaten Sukoharjo, membuktikan bahwenpopajak daerah dapat
meningkatkan penerimaan daerah, dari secara kabalurpemungutan pajak
daerah kabupaten sukoharjo sudah efektif karegiatnefektifitasnya lebih dari
100 persen, namun ada beberapa pajak daerah ymmg gangutannya kurang
efektif karena mempunyai tingakat efektifitas kuyaari 100 persen.

Mohammad Riduansyah (2003) melakukan penelitian galen judul
Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tesbdd@endapatan Asli Daerah
dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Gunduklamy pelaksanaan
Otonomi Daerah, terlihat bahwa kontribusi kompopeajak daerah dan retribusi
daerah terhadap penerimaan APBD pemerintah daecah kBogor sangat
fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan karena telijgya perubahan peraturan
perundang-undangan Pemberlakuan undang-undang yhegbeda ini
menyebabkan jenis pajak daerah dan retribusi daenghgalami banyak

perubahan.



2.2. Landasan Teori
2.2.1Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumghaaya secara
mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandiriagebert pemerintah
dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asherahnya.
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sypebdrelanjaan daerah,
jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh mgmtah daerah akan
bertambah sehingga mampu mendorong tingkat keniamdidaerah
tersebut. Menurut Halim (2007;96), Pendapatan Bsakrah (PAD) adalah
semua penerimaan daerah yang berasal dari sumbeorek asli daerah
berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pelegel kekayaan milik
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang B&nurut UU No. 25
Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU NoT 8Bun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat daralDdinyatakan
bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya diseBAD adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungutabarklan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemakakoleh
beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki kargkk yang sama. Maka
dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulanwaalpendapatan asli
daerah adalah segala penerimaan daerah setempatbgasumber dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolagkayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di dalandéahg-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antamzeihtah Pusat
dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber petiadedaerah terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dawrkaB Pajak.
Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang thkésa
4. Lain-lain PAD yang sah.



Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendsgmor 13
Tahun 2006 terdiri dari: “Pajak daerah, retribugeihh, hasil pengolahan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatadaesah yang sah. Jenis
pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menubjelopendapatan sesuai
dengan undang-undang tentang pajak daerah ddsusstdaerah”.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang kkasadirinci
menurut objek pendapatan yang mencakup bagian dsdm penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagiaa kEhs penyertaan
modal pada perusahaan milik pemerintan/BUMN, dagidmalaba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik swasta lkbnmpok usaha
masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk meggarkan
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajatal, retribusi daerah
dan hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisatiikenci menurut
objek pendapatan yang mencakup hasil penjualanykekadaerah yang
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, rpeaan atas tuntutan
ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongsaypun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaangdan/atau jasa oleh
daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilkarttRupiah terhadap
mata uang asing, pendapatan denda atas keterlamipsimksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan detrausi. PAD
dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaijakpadaerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasjgi@aan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2.2.2Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyaragiat Negara
(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang beddfsat dipaksakan
dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengaik titendapat prestasi
kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara lamgswang hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara d@lenyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukledmva pajak adalah

pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undakgng yang tidak



dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagiekeeryang tidak mau
membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengark@damakan terjamin
bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Setajnpengenaan pajak
berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanyddeddn kepastian
hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah titigdat sewenang-
wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H (Siti Re2®29) pajak
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan), dengan tidak Mendapat jasa timbale balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak daerah itu sendiri
menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang ey disebut
pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yanmgtdag oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasddkalang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsumgliganakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmalkyga r

Dari definisi di atas, dapat menarik suatu kesirmpubahwa pajak
daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh onanigadi atau badan
kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dhmetakan, yang
bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perungdasengan yang
berlaku yang digunakan untuk membiayai penyeleraggarpemerintah
daerah dan pembangunan daerah setempat.

Menurut Siahaan (2010;64) pajak kabupaten atau atey diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalatgaebarikut:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah
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Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkota
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidamongut salah

satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentakabila potensi pajak di

darah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kunamgadai.

2.2.3Pajak Hotel

2.2.3.1. Pengertian

Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenalkan #tak

mengenalkan jenis pajak kabupaten/kota, Oleh katenantuk dapat

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau koteerpeain harus
terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tgnajak Hotel.

Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operstatam teknis

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotelaetah

kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam perfamdrajak

Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlutdike. Berikut ini

adalah beberapa pengertian menurut Undang-UndanmgoiNd.2

Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yaitu :

a. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalajakp atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapaistpahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut lzayamencakup
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pa@avas
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,rgeréh kos

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badang yan

menyelenggarakan usaha hotel atas namanya saadinistuk dan
pihak lain yang menjadi tanggungannya.

d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tida

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbataesseman
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komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Mililgadae atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, fkoragsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpula@ayasgan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, ataaresasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentanbainnya.

. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah gonambadi
atau badan yang mengusahakan hotel.

. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Haleryang
menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetan d
melaporkan pajak yang terutang.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(gahun
kalender, kecuali apabila WP menggunakan tahun lgakg tidak
sama dengan tahun kalender.

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibsgda suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atamdbhgian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan daergn

undangan perpajakan daerah.

I. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutngabudt

SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untukpustan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek RiEakatau
bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban uraéen

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaleaald

|. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya diss®BD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telitkuétan
dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengaa lain ke
Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yangjdkwleh
Walikota.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya wtisSKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besauomylah
pokok pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yanghjsélga
disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yangentakan
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besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajakmligph

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

m.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambalaauy
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetgggak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tetetapkan.

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang jséfg@
disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yangentakan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlahlikneajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau sehaaustgk terutang.

0. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dis€bBD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saatksinistratif
berupa denda.

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia, saat iniashickan
pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga ligpatuhi oleh
masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pgotan Pajak
Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sefeggidibawah
ini.

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj&kdbadan
Retribusi Daerah.

b. Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1989Znte
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahiDae

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajags Paerah.

e. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengaturngerifajak
Hotel.

f. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentangakPajotel
sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tdpggalg Hotel
pada kabupaten/kota dimaksud.
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2.2.3.2.0bjek Pajak dan Bukan Objek Pajak

Objek Pajak Hotel menurut Marihot Siahaan (2010:304)
adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel depgambayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hatej gifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuitassilahraga
dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapagl hdalah
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,okdpi, pelayanan cuci,
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis kmngang disediakan
atau dikelola hotel.

Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objekkpaj
termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini.

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangkadek. Dalam
pengertian rumah penginapan termasuk rumah kosadgngnlah
kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasgggerti rumah
penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggabgka pendek
antara lain: gubuk pariwisat@ottage), motel, wisma pariwisata,
pesanggrahaghostel), losmen, dan rumah penginapan.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasiliésmgimapan
atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya lpeeikan
kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjanga data,
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, g@gnan cuci,
seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yangddikan atau
dikelola hotel.

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakanudustuk tamu
hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga daruraitb antara
lain: pusat kebugararfithess center), kolam renang, golf, karaoke,
pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atsmmpan di
hotel.
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Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang déoenleh
penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengacugding tidak
termasuk objek pajak, yaitu hal-hal di bawah ini.

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakanpelaerintah
pusat atau pemerintah daerah.

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejeniseygePualian
apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkas &in
usahanya.

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kagietdagamaan

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pergaatj jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yasgjetiggarakan

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.3.3. Subjek Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adatahgo
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepadg pribadi
atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sea&drag menjadi
subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan bagan
pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. "§&da yang
menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badang
mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau bddm bentuk apa
pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekasgjaanelakukan
usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demik#ata Pajak Hotel
subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di manaskmen yang
menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak) yaembayar
(menanggung) pajak sementara orang pribadi atawdanbgang
mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajakg ydiberi
kewenangan untuk memungut pajak dari konsumendkuydgjak) dan
melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajitakpaj

dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenaleh undang-
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undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotdil Wajib pajak
bertanggung jawab secara pribadi dan atau secagguag renteng
atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, waplakp dapat
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khustisk un

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajaleanny

2.2.3.4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan

Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembagtaa
yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pendrayhpengaruhi
oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggamtibitung atas
dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakasahqgel. Contoh
hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badamgy
menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotelldng&ung atau
tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau pes@an orang
pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibagdr ol
subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga judt hanlah uang
yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusmyata wajib
pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa t@mpgihapan dan
fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahagadenama apa
pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.ntdbo
pembayaran, misalnya seorang menginap di hotel “AR@n

melakukan pembayaran atas :

Jasa sewa kamar Rp 2.500.000,00

Jasa binatu Rp 200.000,00
Jasa telepon Rp 100.000,00 +
Jumlah Rp 2.800.000,00

Service Charge 10% Rp  280.000,00 +
Jumlah Pembayaran Rp 3.080.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran selghemakan
Pajak Hotel, yaitu sebesar Rp 3.080.000,00.
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Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesapuluh
persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan d&elatpaten/kota
yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk meikber
keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota umtelketapkan
tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondissimganasing
daerah  kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap aklaer
kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapksarbya tarif
pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kiotayk asalkan
tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitunggda
cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengepagk. Secara
umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengaas berikut:
Pajak Terutang = Tarif Pajak (10%) x Dasar PengeRagak

= Tarif Pajak (10%) x Jumlah Pembayaatau yang
Seharusnya Dibayar Kepada Hotel

Sebagai contoh, berdasarkan pembayaran yang daakuk
oleh subjek pajak kepada Hotel “ABC” pada poin &tdis dan apabila
besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota wmintdotel “ABC”
berlokasi, adalah sebesar sepuluh persen (10%)y degkat dihitung
besarnya Pajak Hotel yang terutang, yaitu sebesar:

10% x Rp 3.080.000,00 = Rp 308.000,00

2.2.3.5. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan

Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka vyakiyl
lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangk&uvain yang
ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dgdangertian masa
pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan pefiahun pajak adalah
jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kéauajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yangsharu

dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalamanpagak, atau
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dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan lldaerdang Pajak
Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabofata
setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajaktukten menurut
keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atiyapan jasa
penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak Hotel yang terutang dipungut oleh wilayah
kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini adrkdengan
kewenangan perintah kabupaten/kota yang hanyatasrladéas setiap
hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup layah
administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajakndal
memungut pembayaran Pajak Hotel dari konsumen yang
menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjai@u nota
pesanar(bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Tasuk
pengertian penggunaan bon penjualan adalah pergguneasincash
register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualanraegt
kurangnya harus mencantumkan catatan tentang amsr yang
ditempati, lama menginap, dan fasilitas hotel yadigunakan. Bon
penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usiadetak
dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuaiagengmor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek gajakgali
bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mekgaj jumlah
yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajibanbmagjak untuk
menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepabigkspajak,
selain untuk kepentingan pengawasan terhadap paredaaha wajib
pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memastikan
kesadaran tentang Pajak Hotel kepada masyarakakuselubjek
pajak. Selain nota pesanan yang sudah digunakas b&impan oleh
wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuaitpeaa daerah atau
keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktalaat, sebagai
bukti dalam pembuat Surat Pemberitahuan Pajak Daera
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Wajib pajak yang menggunakan bon penjualan, tdtdpk
menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi adnaisiisberupa
denda sebesar dua persen (2%) dari dasar pengeajaln Misalnya
saja Hotel “X” telah menerima pembayaran denganaktid
menggunakan atau menyerahkan bon penjudddl) kepada subjek
pajak sebesar Rp 2.000.000,00, maka terhadap wajdk tersebut
ditagih Pajak Hotel berupa:

Pokok Pajak Hotel = 10% x Rp 2.000.000,00 = Rp.@00,00
Sanksi denda = 2% x Rp 2.000.000,00 =Rp 400006,

Jumlah Pajak Hotel yang harus dibayar adalah  24®0000,00

oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.jiWaajak wajib
melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Daerah dtabfKota,
kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapaaerah.
Legalisasi antara lain berupa porporasi atau sterBpgi wajib pajak
yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajibngajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinasapatah Daerah.
Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualaetapi
menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalis&sindkan sanksi
administrasi, umumnya berupa denda sebesar duanp€28o) dari
dasar pengenaan pajak. Contohnya Hotel “A” telahnarima
pembayaran dengan menggunakan bon penjualan yatak ti
dilegalisasi sebesar Rp 3.000.000,00, maka terhadgp pajak
tersebut ditagih Pajak Hotel berupa:

Pokok Pajak Hotel = 10% x Rp 3.000.000,00 = Rp.(G00,00
Sanksi denda = 2% x Rp 3.000.000,00 =Rp 600006
Jumlah Pajak Hotel yang harus dibayar adalah =6®p080,00
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2.2.3.6. Pengukuhan, Pendafaran, dan Pendataan
A. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya akiep
bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada DiRendapatan
Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tetembisalnya
selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kagiausaha,
untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok WajijaRaDaerah
(NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka wvaking
ditentukan oleh bupati atau walikota dimana PajateHdipungut.

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan idégdala
Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar takaernmulai
saat terutang Pajak Hotel, tetapi hanya merupa&ieana administrasi
dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Dagrahila
pengusaha hotel atau penginapan tidak mendaftadamanya dalam
jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendap@aerah akan
menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pegakasjabatan.
Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pembeoanor
pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetegsannya
pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengkuhab vpajak
ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat kegaru
B. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan
pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. iatéeg
pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempleasiagpkumen
yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran danndp&aan,
kemudian diberikan kepada wajib pajak, wajib pajangisi formulir
pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalkepada
petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak menchianhulir
pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan olejib wjak,
dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomaut wang
digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.
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2.2.3.7. Penetapan Pajak Hotel
A. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel tidak diborongkan. Artisgéuruh
proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dalsgrahkan
kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkdanya kerja
sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungufai, @Entara
lain: pencetakan formulir perpajakan, pengirimanassirat kepada
wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan kulgajak.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengaakpibtiga adalah
kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, peasgm penyetoran
pajak, dan penagihan pajak.
B. Penetapan Pajak Hotel

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajek)b
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapodendiri
Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPKE@ntuan
ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hotel pddaarnya
merupakan sistenmsalf assessment, yaitu wajib pajak diberikan
kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkambayar,
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengglaksanaan
sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan abaer
Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikotenjadi fiskus,
hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhajibleewaajak
oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak hkaara
sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkehn képala daerah.
Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan blgbati/walikota,
jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbi&dRD. Wajib
Pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa pegaiturpajak.
Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendghagn
dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerahpgatdn/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajibkpaja
dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinagptan Daerah,
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bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh diuwalikota
menetapkan Pajak Hotel yang terutang dengan mégerbSurat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilupakng lama 30
hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak augka waktu lain
yang ditetapkan oleh bupati/ walikota. MisalnyaiuknPajak Hotel
yang dipungut di Kota Bandung, SKPD tanggal 1 sangesagan
tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal @&rb berjalan
sedangkan SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir balars dibayar
paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabiktelh lewat
waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kuramgmbayar pajak
terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sankbBniaistrasi
berupa bunga sebesar dua persen (2%) sebulan @ayihdiengan
menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
C. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat teruyanggiak,
bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Keterapajak® Daerah
Kurang Bayar (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Dadfarang
Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan PBa&rah
Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan rdaesarkan
pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wggijak.
Penerbitan surat ketetapan pajak ini, untuk merké@erikepastian
hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak gidagorkan
oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketanfperaturan
perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Pearerlsurat
ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak téuteryang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian BRif& karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oletjib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan PajatelH

dengan sistenself assessment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT
juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yangegspan pajaknya
dilakukan oleh bupati/walikota.
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D. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihaajale
Daerah (STPD) jika Pajak Hotel dalam tahun berjdidak atau
kurang dibayar; hasil penelitan SPTPD terdapat ukakgan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atal Bailang; dan wajib
pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bungaaiau denda.
STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang akekan
kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terpadajib pajak
yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungutnksta
administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajidk pang tidak
atau kurang membayar pajak yang terutang. Semeritgraanksi
administrasi berupa denda dikenakan karena tidglendhinya
ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambatnyaenpaikan
SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota jugapatla
menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran ptgaktang
dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau kida
sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demiiSTPD juga
merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SEBPBtau
SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajdjag sampai
dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDK&u at
SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yanggih dengan
STPD ditambah dengan sanksi administrasinya bdsupga sebesar
2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 budaejak saat
terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus diludatam jangka
waktu maksimal 1 bulan sejak anggal diterbitkanntBl, isi, serta
tata cara penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SISKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh

bupati/walikota.



23

2.2.3.8. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel
A. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka walgang
ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selaladatnya
pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajalg y@rutang
setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tangdgah jtempo
pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkaeh ol
bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak dittkbh SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surgiuiesan
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkalahjupajak
yang harus dibayar bertambah, pajak hotel harusnasi paling
lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukank&e
daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk olapab/walikota
sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKBPBKBT,
dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan dpgegnhain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor &8 #aerah paling
lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentulkdeh
bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pendvay pada hari
libur, pembayaran dilakukan dalam hari kerja beriga.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakant Sura
Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak kidaksikan
sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang m&kak
pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaagakglan dicatat
dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan gletugas tempat
pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan aeagan
penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran p&ak mudah
terpantau oleh peugas Dinas Pendapatan DaerahukBeésit ukuran
buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajsaptkan
dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau qajaang

ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wadfak untuk
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mengangsur pembayaran pajak hotel terutang dalamnkwaktu
tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditantuRemberian
persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak ildiberatas
permohonanan wajib pajak. Angsuran pembayaran pgjakg
terutang harus dilakukan secara teratur dan béruwmut dengan
dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan ddahjyrajak yang
belum atau kurang dibayar. Selain diberikan pejgatumengangsur
pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat ydingjuk dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk umden
pembayaran pajak terutang dalam kurun waku tertesdtelah
memenuhi persyaratan yang ditenukan. Pemberiartpgran untuk
menunda pembayaran pajak diberikan atas permohwagin pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan daahjupajak yang
belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapaggangsur atau
menunda pembayaran pajak serta tata cara pembagagsuran
ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
B. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilurnsesielah jatuh
tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yhngjuk akan
melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pdiakukan
terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKS8TPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keaimeradan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak lyangs dibayar
bertambah. Penagihan pajak dilakukan terlebih dahdéngan
memberikan surat teguran atau surat peringatansataai lain yang
sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak.t $egaran atau
surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak s@amh tempo
pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yhtugjuk oleh
bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari $stesurat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang segiteisma, wajib pajak

harus melunasi pajak yang terutang.
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Selanjutnya, bila jumlah pajak yang terutang mdasinus
dibayar tidak dilunasi dalam jangka waku yang ditkan dalam surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain gejapis akan ditagih
dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dehgat Paksa
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, ped@a, pencegahan,
dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak malunasi utang
pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabi&ukian dengan
penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajangy disita,
pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahuluwilutggihan pajak
atau barang-barang milik wajib pajak atau pengqajgk. Ketentuan
hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi admiasst berupa
kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajnya ketentuan
tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jamkepada daerah
pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yasgnb@an wajib
pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajilpg@ndata kepada
kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mammiunasi semua
utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikotiapat
melakukan penagihan pajak tanpa menuggu batas wwektibayaran
pajak hotel yag ditetapkan oleh bupati/walikotaakbir. Hal ini

dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan gelkali



